
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 67 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019  

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 
 

Menimbang :    bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian tuntutan ganti 

kerugian daerah, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 

ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133                    

Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang      

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   

Daerah (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23                   

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                   

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 

tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENYELESAIAN  TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 

DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA 

ATAU PEJABAT LAIN. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian  

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 82), diubah sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian 

Kerugian Daerah. 
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(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai  

Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  atau  Pejabat Lain; 
b. Pihak  Yang  Merugikan/ Pengampu/ Yang  Memperoleh 

Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas 

penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan 
SKTJM; atau 

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ 
Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas 
penerbitan SKP2KS. 

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah                 
5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan 

Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.  
(4) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Keputusan Majelis bersifat mutlak dan mengikat. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 8 Oktober 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
 
 
ttd 
 
 
ACHMAD ZAINI 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 72 

 

 

 

NOREG PERBUP : 71 TAHUN 2021  

Ditetapkan  di Sidoarjo 

pada tanggal                          2014 
 

BUPATI SIDOARJO, 

 
 

 

H. SAIFUL ILAH  

Ditetapkan  di  Sidoarjo 
pada tanggal 8 Oktober 2021 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 

                          ttd 
                             

AHMAD MUHDLOR 


